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Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia
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Abstrak

Perjanjian kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Indonesia masih memihak kepada Pengguna
Jasa. Dari hasil kajian 29 kontrak/ perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi hampir 100% berpihak
kepada Pengguna Jasa atau Pihak Pertama, Hal ini yang harus menjadi perhatian para profesional yang
bergerak dalam bidang konstruksi. Hubungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum adil,
seimbang, setara kedudukannya . Sehingga lebih memberatkan Penyedia Jasa dalam Perjanjian Kerja
bidang konstruksi. Masih cukup menggembirakan bahwa 83% penyelesaian sengketa tingkat awal secara
musyawarah, berarti azas kekeluargaan masih dianut sebagain’ besar pihak yang mengadakan
perjanjian, :

Batasan waktu belum menjadi perhatian kedua belah pihak yang mengadakan per,
lumpsum masih rancu karena ada yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya ijadil
atau mengikat, sedangkan prinsip lumpsum adalah nilai akhir tidak berubah. Pasal-p sal dide
Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) No. 18 tahun 1999 belum dijadikan salah satu acuan untuk
perjanjian kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sedangkan 29 Perjanjian elaksanaan
Pekerjaan Konstruksi ini pada periode tahun 2000-2001 berarti UUJK tersebut sudc rbitkan

Abstract

The Contract in Indonesia is not balance, it takes more sides owner tha
reasearch of 29 contracs to indicate almost 100% to advanta; e
attention of Engineer because it did not fair / equitable, balance
the owner. The first solution of disputes are based on 83%
principles still be concern of two pariies.

Time of notice is not attantion of two parties. Lu
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Durasi pelaksanaan proyek tidak lebih
dari satu tahun berarti bukan multi years.
Biasanya proyek multi years berhubungan
dengan  Kebijakan  moneter, 14 proyek
menyatakan secara tegas tidak ada claim,
tetapi  pemilik  proyek masih  memberi
Keringanan dengan membuat addendum
bila ada pekerjaan yang harus ditambahkan/
disesuaikan dengan memberi Ketentuan
harga satuan sesuai dengan harga satuan
penawaran.

Pemutusan kontrak tidak disebutkan atau
c{intur secara tegas ada 8 proyek. 5 proyek
llda_k disebutkan perlu jaminan pelaksanaan
dari 1 proyek tidak menggunakan jaminan
pelaksanaan tetapi disebutkan 3 macam
asuransi yaitu asuransi umum, perusahaan
dan kendaraan yang harus dipenuhi, 1
provek  hanya menyebutkan  sesuai
ketentuan kontrak. Jaminan pelaksanaan
yang dapat berupa penahanan uang proyek
atau berupa jaminan dari lembaga keuangan
yang dinyatakan secara tegas dalam
persentase yaitu 5% dan 10% ada 9 proyek.
Tetapi tidak satupun Pengguna Jasa /
pemilik proyek yang diminta untuk

membuat jaminan pembayaran (payment
bond) 14 proyek milik pemerintah yang
dapat diketahui anggaran tersedia atau tidak
yaitu dari DIPDA sehingga dapat dijadikan
pegangan bahwa kemungkinan besar akan
dibayar. Tetapi 15 proyek tanpa diketahui
anggarannya tersedia atau tidak dan tanpa
jaminan pembayaran. Tidak ada pernyataan
sanksi dan denda pada 3 proyek ditambah 1
proyek hanya pernyataan yang menyatakan
sepihak.
Batasan waktu pembayaran, addendum,
force majeur, sanksi dan denda, pemutusan
hubungan kerja, tagihan, teguran, kelalaian,
keterlambatan sebagian kontrak belum
secara explisit disebutkan, hanya 4 proyek
menyebutkan waktu pembayaran, tidak ada
proyek yang menyebutkan durasi usulan
addendum diterima oleh Pengguna Jasa dan
kapan usulan tersebut diterima atau ditolak.
Kontrak yang mengingatkan batasan waktu
untuk mengajukan, solusi force majeur 12

penundaan atau penggantian personil ada §
proyek.

4. Hasil dan Diskusi

Dari 29 kontrak pemborong pekerjaan
menunjukkan kontrak tersebut belum setara
antara Pemilik proyek (Pengguna Jasa) dan
pemborong (Penyedia Jasa). Kontrak
tersebut bersifat sepihak yaitu lebih
menguntungkan Pengguna Jasa sedangkan
pihak penyedia jasa lebih terikat pada
ketentuan dan persyaratan dalam kontrak
terutama pada ketentuan klausul denda dan
sanksi serta pemutusan hubungan kerja.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak
tidak secara rinci didefinisikan yang lebih
rinci adalah kewajiban pihak II (penyedia
jasa) dan hak pihak I (pengguna jasa)
terutama tercantum pada klausul pemutusan
hubungan kerja. Pada klausul Force Majeur
lebih ditekan tindakan yang harus dilakukan
pihak 1I, sedangkan tidak dinyatakan pihak
[ harus melakukan sesuatu misalkan
membayar sesuai dengan prestasi yang
sudah dikerjakan, tetapi setelah itu
dilakukan musyawarah untuk kelanjutan
proyek pasca Force majeur tersebut. Masa
pemeliharaan  tidak  dapat  diambil
kesimpulan karena ada proyek yang masa
pemeliharaannya 1/8 masa pelaksanaan,
sedangkan ada yang masa pemeliharaan dua
kali masa pelaksanaan. Ketidak setaraan
pada klausul jaminan, yaitu pihak II harus
memberi jaminan pelaksanaan, sedangkan
pihak I tidak memberi jaminan bank garansi
atau personal guarantee atau sejenisnya
bahwa pihak II dijamin pasti dibayar. Pada
proyek-proyek pemerintah pusat atau
daerah tidak perlu bank garansi atau
personal guarantee karena ada anggaran
dalam DIP (Daftar Isian Proyek) atau
DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) yang
dapat diketahui secara pasti bahwa proyek
tersebut memiliki dana / anggaran.

Mengkaji 29 kontrak pelaksanaan
konstruksi / pemborong dari anatominya

saja sudah memenuhi syarat, tetapi bila
dikaji dari klausul-klausul yang dibutuhkan
untuk kontrak perjanjian dua belah pihak
dalam bidang konstruksi masih banyak

proyek. Batasan waktu pada klausul sanksi
dan denda ada 5 proyek yang selebihnya
hanya menyatakan besarannya. Batasan
waktu untuk terjadinya pemutusan kontrak,
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Jelas da

n setara bagi kedua belah pihak.

S. Kesimpulan

N ~ .
Dari 29 kontrak tersebut
menunjukan :
] o
I. Cara pembayaran dengan  termin
berdasarkan prestasi 59%, pembayaran
setiap bulan 21%, .

diatas

Pembayaran dengan lumpsum 90%

Penyelesaian perselisihan tingkat awal
dengan musyawarah 83%.

LS Iy 55 )

oS

Pfex}}-'elesaiatn perselisihan bila berlanjut
di Pengadilan Negeri di Jakarta 35%.

Tidak menunjuk Pengadilan Negeri
atau tidak menunjuk Lokasi pengadilan

24%.

Lh

6. Secara tegas menyatakan tidak ada

claim 48%

Sanksi dan denda sepihak  yang

dinyatakan secara tegas dengan suatu

nilai pada persentase berkisar 0,1%

max 5% yaitu 86%. .

8. Pemutusan kontrak sepihak yang diatur
secara tegas 72%.

9. Jaminan pelaksanaan yang dinyatakan
secara tegas 83%.

10. 31% menyatakan uang yang harus
ditahan oleh Pengguna Jasa untuk
pemeliharaan.

11. Proyek milik pemerintah yang dapat
diketahui memiliki anggaran (DIPDA)
4% %, 52 % proyek milik swasta
sehingga proyek tersebut memiliki
anggaran atau  tidak, tidak dapat
diketahui oleh penyedia jasa.

12, Tanpa jaminan pembayaran (payment
bond) 100%. ‘

13, Batsan waktu untuk mengajukan, §olus:
force majeur 41%, untuk sanksi dan
denda 17%, pemutusan kontralf,
penundaan dan penggantian personil
28%.

~]

Fraan ¢ L)
rangian Kerja ¥ elaksanaan P,

4, Batasan Waktu belum

rayek Konstruksi di Idonesia

Dokumen
pekerjaan konstr
bersifat adil, sei
penclitian  pada
pekerjaan dapat di
1.

perjanjian  pelaksanaan

uksi di Indonesia belum

mbang dan setara. Dalam

29 proyek pelaksanaan

: buktikan sebagai berikut :

Adil : belum dicapai yaitu kewajiban

u!gma kontraktor sesuai dalam kontrak

vaitu menyerahkan pekerjaan dan hak
utama kontraktor adalah menerima
p.emba)-aran dari Pengguna Jasa tetapi
tidak penuh diterima oleh kontraktor
karena ada yang ditahan untuk
perbaikan / retensi. Pembayaran uang
untuk  perbaikan  masih  belum
dilengkapi waktu pengembalian. Juga
tidak ada sanksi atau denda dari

Pemberi Kerja / Pengguna Jasa bila

tidak segera membayar tepat waktu.

2. Seimbang : belum terwujud karena
Kontraktor (Pemberi Jasa) memberi
jaminan pelaksanaan kepada Pengguna
Jasa, tetapi Pengguna Jasa tidak
memberi jaminan pembayaran
(payment bond kepada kontraktor.
Demikian pula Kontraktor dikenakan
denda jika terlambat menyelesaikan
pekerjaan dari waktu yang ditentukan,
tetapi Penguna Jasa tidak dikenakan
denda jika terlambat membayar.

3. Setara : belum terlaksana disebabkan
dalam perjanjian segala sesuatu
terutama resiko yaitu denda dan
sanksi, pemutusan hubungan kerja,
jaminan hanya bersifat sepihak yaitu
beban tersebut merugikan Kontraktor,
sehingga seolah-olah Pengguna Jasa
tidak tersentuh oleh hukum. Sedangkan
dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
No.18 tahun 1999 kedudukan Pemberi
Jasa dan Pengguna Jasa setara dalam
hak dan kewajibannya.

menjadi
perhatian pada kedua belah pihak yang
melakukan  perjanjian, ~ sedangkan
pernyataan FIDIC batasan waktu
menjadi perhallan .

5. Musyawarah sebagai  penyelesaian
tingkat pertama dalam  masalah
perselisihan dalam perjanjian. Denga
demikian azas kekeluarg?an masi
dianut kedua belah pihak yang

melakukan perjanjian.
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